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BUPATI BONE BOLANGO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR  19  TAHUN  2013 

TENTANG 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bone Bolango Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone 

Bolango tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569);  

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);   

  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah       

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4027); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone 
Bolango Tahun Anggaran 2013; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone 
Bolango Tahun Anggaran 2013; 

33. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 362/19/X/2013 tentang Evaluasi 

atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan 
Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013. 

 

Memperhatikan  : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 

ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 
Anggaran 2013 terdiri atas:  

1. Pendapatan  

a. Semula    Rp. 537.746.534.885,00 

b. Bertambah/(Berkurang)      Rp.     8.667.031.764,41 

  Jumlah pendapatan setelah perubahan  Rp. 546.413.566.649,41 

2. Belanja 

a. Semula    Rp. 560.072.868.989,58 

b. Bertambah/(Berkurang)      Rp.   11.628.859.680,00 

  Jumlah belanja setelah perubahan  Rp. 571.701.728.669,58 

  Surplus/(Defisit) setelah perubahan      (Rp.  25.288.162.020,17) 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan    

  1) Semula    Rp.    26.826.334.104,58 

  2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.      3.161.827.915,59 

  Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp.    29.988.162.020,17 

b. Pengeluaran    

  1) Semula    Rp.     4.500.000.000,00 

  2) Bertambah/(Berkurang)  Rp.        200.000.000,00 

  Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.     4.700.000.000,00 

  Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp.   25.288.162.020,17 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp.              0,00 

 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

 
     

    Ditetapkan di  Suwawa 

    pada tanggal  30 Oktober 2013 

 
    BUPATI BONE BOLANGO, 

     
                                                                          TTD + CAP 
 

      H A M I M   P O U 
 
Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal  30 Oktober 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

 

 
                                                TTD + CAP 

 

SYUKRI J. BOTUTIHE 
      

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 19 

 

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya 
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Asisten Bidang Pemerintahan 
u.b. 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 
 

 

FREDI ACHMAD, SH, MH, M. Si. 
PEMBINA TKT.I/IVb 

Nip. 19690227 199903 1 033 
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